
 
 
 
 
 
 
 

 

                                WALIKOTA TEGAL 

                           PROPINSI JAWA TENGAH 

                         PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL 
    

                                          NOMOR  1  TAHUN 2016 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2010 

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TEGAL, 

 

Menimbang : a. 

 
 

 
 

 

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,  Peraturan 
Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu diubah; 

 
  b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan 

kepada Partai Politik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, perlu mengubah Peraturan 

Daerah Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 
Jawa Barat; 

   

 

 

 

4. Undang-Undang . . . 

SALINAN 
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  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

  5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  6.  Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5189); 

  7.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  8.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5679); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3321); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten 
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai 

Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4713); 

12. Peraturan . . .  
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  12.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan 

Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1089 Nomor 4); 

  13.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16); 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5351); 

  15.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota 

Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas 
dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota 

Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Tegal dan Peraturan 

Walikotamadya Daerah Tingkat II Kota Tegal di Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Tegal (Lembaran 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 

Nomor 4); 

  16.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL 

 
dan 

 
WALIKOTA TEGAL 

 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2010 

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. 

Pasal I . . .  
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Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 
Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota 

Tegal Tahun 2010 Nomor 2) diubah sebagai berikut : 
 

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Tegal. 

2. Walikota adalah Walikota Tegal. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Kota Tegal. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal. 

5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi 

Pemilihan Umum Kota Tegal. 

6. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk 
oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar 

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 
kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC 

atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Daerah 
yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau 
sebutan lainnya yang ditetapkan oleh dewan pimpinan daerah partai 

politik atau sebutan lainnya. 

8. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara 
proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya didasarkan atas 
jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk 
pendidikan politik. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

10. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga 

negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2 . Ketentuan . . . 
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2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 

 

 
Pasal 7 

 
(1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana 

penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat 
Partai Politik. 

(2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) berasal dari 

APBD. 

(3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk 

melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan 
masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen). 

 
 

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 

 
 

Pasal 8 
 

(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
bertujuan untuk : 
a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan 
c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter 

bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 
 

(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan 
dengan kegiatan : 
a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara, 

yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara 
Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan 

c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan 
berkelanjutan. 

 

(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender 

untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. 
 

 
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : 

 

 
Pasal 11 

 
Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari bantuan APBD 
kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling 
lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

5. Ketentuan . . . 
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5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

 
Pasal 12 

 
Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan 
APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah daerah 
setelah diperiksa BPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal. 
 

Ditetapkan di Tegal 
pada tanggal  28 Maret 2016  

 
WALIKOTA TEGAL, 

 
ttd 

 
                                                                                 SITI MASITHA SOEPARNO 

 

 

 
 
Diundangkan di Tegal 
pada tanggal 28 Maret 2016 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL 
 

ttd 

                     DYAH KEMALA SINTHA 
 
           LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH: 1/2016 
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         Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 
 

      ttd 
 

       MUJIHARTI, S.H., M.H. 
    Pembina 

                 NIP 19610901 199203 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  

NOMOR  1  TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2010 

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 

 

I. UMUM 

Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana 
penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan 
operasional secretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka 

penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi 
anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang 

sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 

Untuk mewujudkan fungsi dan melaksanakan hak partai politik 
dimaksud, Pemerintah Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Dalam 

penyusunan Peraturan daerah dimaksud, secara substansi mendasarkan 
pada ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik, maka sudah seharusnya Peraturan Daerah 
Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik disesuaikan dengan peraturan yang baru. 

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Partai Politik maka 

penggunaan bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk 
melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. 

Materi pendidikan politik berkaitan dengan pendalaman mengenai 4 (empat) 
pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal 
Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemahaman mengenai hak 

dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya 
politik; dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan 

berkelanjutan. Selain itu, Partai Politik wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan dari 

APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling 
lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan BPK sudah 
selesai memeriksa laporan tersebut 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. Selanjutnya BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan 
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran tersebut kepada Partai 

Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. 
 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
 Angka 1 

  Pasal 1 
   Cukup jelas. 
 

 
Angka 2 . . . 
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Angka 2 

Pasal 7 

Cukup jelas. 
Angka 3 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Angka 4 
Pasal 11 

Cukup jelas. 

Angka 5 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
 

Pasal II 
Cukup jelas. 
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